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ABSTRAK 

Rezki (2023): “Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam 

Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah” 

 

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terbitnya Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari didalamya menjelaskan tentang peran, tugas 

serta fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah terkait bagaimana peran dari Lembaga Kemasyarakatan 

Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Nagari dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam peran Lembaga 

Kemasyarakatan Nagari Dalam pembangunan di Nagari Padang Mantinggi Utara. 

Metotede penelitian ini mencakup dari jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Irforman penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan 

yang terdiri satu Wali Nagari, lima Kepala Jorong. seluruhnya menjadi informan 

penelitian dengan menggunakan teknik total sampling, dan teknik analisis data 

iyalah Deskriftif Kualitatif. Hasil penelitian bahwa Lembaga Kemasyarakatan 

Nagari Padang Mantinggi Utara sudah berperan dalam pembangunan 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Nagari, namum belum maksimal. Peran yang sudah dijalankan yaitu 

melakukan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan juga bidang 

kesehatan. Adapun peran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

adalah pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, 

selanjutnya peran dalam meningkatkan pelayanan masyarakat yaitu menerima 

pengaduan dan menampung aspirasi masyarakat. Analisis Fiqh Siyasah terhadap 

peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari, sejalan dengan pemahaman terhadap 

Siyasah Dusturiyyah dimana pemerintahan Nagari bertanggung jawab kepada 

kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. 

 

 

Kata Kunci: Peran, Lembaga Kemasyarakatan, Fiqh Siyasah, Peraturan 

Daerah, Nagari  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai implikasi dari sebuah keberadaan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat  Nomor 9 Tahun 2000 yang sudah diganti menjadi peraturan 

Daerah nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, 

yang membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem proses 

peneyelenggaraan pemerintahan yang paling rendah di Sumatera Barat. 

Perubahan yang dibawanya tidak hanya merubah dari istilah nama saja yaitu 

dari Desa menjadai Nagari, akan tetapi membawa perubahan yang membuka 

bagi tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau agar bisa mengembangkan 

dan melestarikan, teruatama terhadap adat dan budaya yang difilosofikan, 

dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sebab dengan 

penerapan sistem tersebut sudah memberikan kebebasan agar bisa menerapkan 

nilai-nilai sosial dari masyarakat, dalam rangka membangun kemandirian 

supaya terlaksana tugas dari pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan.
1
   

Lembaga Kemasyarakatan dianggap sebagai peraturan jika norma yang 

didapat mengandung pembatasan serta turut mengatur prilaku dari 

masyarakat.
2
 Lembaa Kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma 

                                                             
 

1
 Karjuni DT Maani, Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari Melalaui 

Pendekatan Balanced Scorecard, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2008, h. 1 
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dari segala aspek yang berkisar terhadap kebutuhan pokok di dalam kehidupan 

masyarakat.
3
  

Mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari didalam Undang- 

Undang Tentang Pemerintahan Desa terdpat dalam pasal 94 yang memiliki 4 

ayat. Dalam pasal tersebut hanya mengatur Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Nagari secara umum. Peraturan tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Nagari yang berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

yaitu; 

a. Desa mendayagunakan Lemabaga Kemasyarakatan Desa yang ada, dalam 

melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemsayarakatn Desa, serta pemberdayaan 

masyarakat Desa/Nagari. 

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagimana dimaksud pada ayat 1 

merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah 

Desa. 

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan 

masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, 

pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan juga 

                                                                                                                                                                       
2 2 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 175 
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 Dasanti, Ensiklopedia  Lembaga Kemasayarakatan, (Semarang, CV Ghyyas Putra, 

2010), h. 36 
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lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan 

Lemabaga Kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
4
 

Penjelasan mengenai Lembaga Sosail/Kemasyarakatan dalam bahasa 

inggris adalah social instution, juga bisa diterjemahkan sebagai pranata sosial. 

Hal ini mengacu karena sikap dalam megurusi setiap anggota yang ada di 

ruang lingkup masyarakat. Pendapat lain memberikan defenisi tentang pranata 

sosial adalah merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang titik 

fokusnya terdapat pada aktivitas-aktivitas agar bisa memenuhi berbagai macam 

dari kebutuhan masyarakat. Koentjaraningrat memberikan defenisi bahwa 

Lembaga Sosial/Kemasyarakatan adalah sebuah satuan norma khusus yang 

yang menata serangkaian dari tindakan yang memiliki kekhususan dalam 

memenuhi kebutuhan khusus dari kehidupan masyarakat.
5
 

Nagari merupakan lembaga pemerintahan terendah yang memiliki dan 

menduduki tempat yang strategis di Sumatera Barat, tidak hanya berada dalam 

lingkup masyarakat hukum adat sebagai tempat penyelenggaraan pemerintah, 

akan tetapi sebagai badan pembangunan dalam masyarakat. Nagari sebagai 

obyek dari pelaksanaan program dan juga kegiatan pemerintah, yang mencakup 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Nagari yang sesuai dengan 

apa yang ada didalam Nagari. Beranjak dari demikian perancanaan 

pembangunan Nagari harus lebih berorentasi pada kebutuhan, tuntutan yang 

                                                             
4 Rahyunir Rauf, Yusri Munaf, Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia, (Subrantas: 

Zana Publishing, 2015), h. 95 

 
5
 https://dpmd.penajamkab.go.id/lembaga-kemasyarakatan, diakses pada 06 Februari 

2023 

https://dpmd.penajamkab.go.id/lembaga-kemasyarakatan
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disampaikan pada musyawarah. Berdasarkan Nagari sebagai basis dari 

pembangunan, dari situlah pradigma Nagari terjadi pergeseran dari program 

oriented menjadi mandiri oriented. Artinya, Nagari harus bisa dalam 

membangun nagarinya sendiri dengan meningkatkan keseragaman dalam 

berpikir, berbuat, dan juga berprilaku baik.
6
 

Masyarakat harus ikut berpartisivasi sebagai skema dari pendukung 

pemerintah agar bisa tercipta pembangunan Desa/Nagari. Loekman Soetrisno 

berpendapaat bahwa partisivasi adalah kerjasama diantara rakayat dan 

pemerintah mulai dari perencanaan sampai kepada pembangunan. Samonte 

memberikan penjelasan mengenai strategi pembangunan pedesaan, yiatu 

dengan cara meningkatkan kapasitas dan juga kesungguhan dari masyarakat 

dalam pembangunan, dan juga partisivasi baik ia secara langsung pada setiap 

tahapan proses pembangunan yang merupakan gambaran ciri dari 

pembangunan Desa yang ideal.
7
 

Dalam pandangan Islam masyarakat merupakan sebuah sistem yang 

setiap individu saling membutuhkan dan juga saling mensuport diantara setiap 

individu dalam masyarakat hubungan yang semestinya saling menguntungkan. 

Dalam hal kesenjangan ekonomi merupakan potensi yang bisa digunakan 

dalam memupuk persaudaraan, kerukunan, dan juga silaturrahmi antara 

sesama. Dalam mendorong memajukan pelaksanaan pembangunan. Dalam 

                                                             
6
 Dasanti, Op. cit, h. 105 

 
7
 Jantara,Pembangunan Desa, Vol 3 Nomor 6, Tahun  2008, h. 144 
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pandangan Islam sendiri dalam sebuah proses harus berpegangan kepada tiga 

hal yang merupakan prinsip utama, diantaranya; 

1. Prinsip Ukhwah. 

2. Prinsip Kesetaraan Derajat, dan 

3. Prinsip Ta’awun.
8
 

Dalam prinsip ukhuwah, yang diartikan dalam bahasa indonesia yang 

merupakan persaudaraan, prinsip ini secara tegas menjelaskan bahwa setiap 

muslim adalah bersaudara meskipun tidak ada ikatan pertalian darah, karena 

dengan rasa persaudaraan akan menimbulkan rasa empati sehingga bisa 

merekatkan silaturrahmi dalam masyarakat, sebagaimna firman Allah; 

 ٌَ ْٕ ؤْيُُِ ًُ ب انْ ًَ ٌَ اََِّ ْٕ ًُ َ نؼَهََّكُىْ رسُْحَ ارَّقُٕا اللّٰه َٔ ْٚكُىْ  َٕ ٍَ اخََ ْٛ ا ثَ ْٕ حٌ فبَصَْهِحُ َٕ ٓٔ  اخِْ  

Artinya; Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu dirahmati.(QS. Al-hujurat Ayat 10). 

Rasulullah menggambarkan  ummat Islam seperti sebuah bangunan yang 

saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadist Nabi berpesan  

bahwa ummat Islam harus bersikap saling mencintai, mengasihi dan 

menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, dimana jika ada satu 

bagian yang tersakiti maka anggota tubuh yang lain akan ikut sakit juga. Pada 

pembahasan ukhwah merupakan dasar yang menjadikan seluruh upaya dari 

masyarakat. Rasulullah sendiri memiliki visi dimana masyarakat Islam harus 

                                                             
8
 Ulfi Putra Sany,  Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-

qur’an, Vol 39 Nomor 1 Tahun 2019, h. 34-36 
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saling tolong menolong, dan juga bersama-sama saling menghadapi dalam 

mencari solusi dari permasalahan yang ada
9
. Ajaran Islam juga mendorong 

supaya saling meringankan kesulitan yang dihadapi, seperti hadist Nabi 

Muhammad saw; 

ٍٍ كُسْثخًَ يٍ كُسَةِ »قبل:  -صلى الله عليه وآله وسلم-زضٙ الله ػُّ ػٍ انُجٙ  ػٍ أثٙ ْسٚسح يٍَ َفََّطَ ػٍ يؤي

ٛب َفََّطَ اللهُ ػُّ كُسْثخًَ يٍ كُسَةِ ٕٚوِ انقِٛبَيَخ، ٔيٍ ٚعََّسَ ػهٗ يُؼْعِسٍ ٚعََّسَ اللهُ ػهّٛ فٙ  اندَُّ

ب ظَزسََُِ اللهُ  ًً ٛب ٔاٜخسحِ، ٔيٍ ظَزسََ يُعْهِ ٌَ اندَُّ ٌِ انؼجَْدِ يب كَب ْٕ ٛب ٔاٜخسحِ، ٔاللهُ فٙ ػَ  فٙ اندَُّ

َّٓمَ اللهُ نّ ثّ طسٚقبً إنٗ انجُخِ،  ب ظَ ًً ِّ ػِه طُ فِٛ ًِ ، ٔيٍ ظَهكََ طَسِٚقبً ٚهَزَ ِّ ٌِ أخَِٛ ْٕ انؼجدُ فٙ ػَ

ٌَ كزبةَ اللهِ ٔٚزَدَاَزَظََُُّٕ ثُٛ وٌ فٙ ثٛذٍ يٍ ثٕٛدِ اللهِ ٚزَهُْٕ ْٕ غَ قَ ًَ ٓى إلا َصََنذَْ ػهٛٓى ٔيب اجْزَ

ٍْ ػُِدَُِ، ٔيٍَ ثطََّأ ثّ ػًهّ نى  ًَ ُْىُ اللهُ فِٛ ىُ انًلائِكَخُ، ٔذكََسَ ُٓ خُ ٔحَفَّزْ ًَ حْ ىُ انسَّ ُٓ انعَّكُِٛخَُ ٔغَشِٛزَْ

   []زٔاِ يعهى -صحٛح[ ]      .«ٚعُسع ثّ َعََجُُّ 

  "Siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya 

Allah melapangkan baginya kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang 

memberi kemudahan kepada orang yang dilanda kesulitan, niscaya Allah 

memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang 

menutup (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutup (aibnya) di dunia 

dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu 

menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, 

niscaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kaum 

berkumpul di salah satu rumah Allah sambil membaca Kitabullah dan 

mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun kepada mereka 

ketenangan dan mereka diliputi rahmat serta dinaungi oleh para malaikat. 

Dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya. 

                                                             
9 Ulfi Putra Sany, Op. cit, h. 35 
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Siapa yang diperlambat oleh amalnya, tidak akan bisa dipercepat 

nasabnya." 
10

 (Hadis sahih - Diriwayatkan oleh Muslim) 

Prinsip yang kedua adalah kesamaan derajat antara ummat manusia, 

ajaran Islam sendiri sejak abad 14 sudah memproklamirkan tentang kesamaan 

derajat, sebagaimana firman Allah dlam al-qur’an; 

ب  َٓ ٰٓبَُّٚ ٌَّ اكَْسَيَكُىْ ػِ انُبٚ  ا ۚ اِ ْٕ قجَبَۤىِٕمَ نِزؼَبَزَفُ َّٔ ثبً  ْٕ كُىْ شُؼُ  ُ جَؼهَْ َٔ  ٗ
َْث  ُ ا َّٔ ٍْ ذكَسٍَ  كُىْ يِّ  ُ ِ ضُ اََِّب خَهقَْ ُْدَ اللّٰه

ْٛسٌ  ْٛىٌ خَجِ َ ػَهِ ٌَّ اللّٰه ىكُىْ اِۗ ١ٔارَقْ   

Artinya; Wahai manusia, sesuangghnya kami telah enciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya yang paling muliaa diantara kamu di 

sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya 

Allah maha mengetahui dan maha teliti. (QS. Al-hujurat Ayat 

13)u 

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana keadaan derajat manusia, 

bahwa derajat manusia itu pada dasarnya sama, tetapi yang akan menjadi 

pembeda di hadapan Allah adalah iman dan takwanya, dan ayat tersebut juga 

menjelaskan bahwa harta yang dimiliki serta kekayaan tidak mesti menjadi 

perpecahan, akan tetapi harus menjadi penghubung dalam hal tolong 

menolong. 

Ibnu Katsir menafsirkan ayat diaats bahwa yang dimaksud dengan 

kalimat   شعىبا adalah sebagai penduduk negeri lain, sedangkan قبا ئل  sebagai 

penduduk arab. Maka dalam hal yang menyangkut kemulian seluruh ummat 

manusia kalau dilihat dari sisi penciptaannya adalah sama yaitu dari tanah, 
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 https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4801, Diakses pada 27 Februari  2023 
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Hanya saja dalam sisi keagamaan mempunyai tingkat-tingkat, yang tergantung 

ketaatan kepada Allah SWT, dan juga kepatuhan terhadap Rasulullah.
11

 

Prinsip yang ketiga adalah ta’awun Allah memerintahkan kepada 

manusia agar saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah 

dalam al-qur’an; 

ى ِ ي    ٌَ وَلََ الْقلَََۤ هْسَ الْحَسَامَ وَلََ الْهَدْ ِ وَلََ الشَّ
هٌَىُْا لََ تحُِلُّىْا شَعَاۤى ِسَ اّللّ  ْْ ََ ايَُّهَا الَّرِيْيَ ا  ْْيَ الْبَ هِّ

دَ وَلََ  ا ۤ

بِّهِنْ وَزِضْىَاًاا وَۗاذَِا حَللَْتنُْ فاَ يْ زَّ ىُ قىَْمٍ الْحَسَامَ يبَْتغَُىْىَ فضَْلَا هِّ صْطاَدُوْا ۗوَلََ يجَْسِهٌََّكُنْ شٌَاَ 

يۖ وَلََ تعََاوًَىُْا وْكُنْ عَيِ الْوَسْجِدِ الْحَسَامِ اىَْ تعَْتدَُوْاۘ وَتعَاَوًَىُْا عَلًَ الْبسِِّ وَالتَّقْى  عَلًَ  اىَْ صَدُّ

َ شَدِيْدُ الْعِ  َ اۗىَِّ اّللّ 
ثْنِ وَالْعُدْوَاىِ ۖ وَاتَّقىُا اّللّ  ٢ قاَبِ الَِْ  

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syiar-syiar kesucian Allah, jangan (melanggar kehormatan) 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-

hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi 

tanda),dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung 

Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida 

Tuhannya!Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan 

ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali 

kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka 

menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-ma’idah Ayat 2). 

Prinsip ta’awun merupakan yang paling mendasar dalam pemberdayaan 

masyarakat. Pada hakikatnya program pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

agar bisa menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga 

bimbingan dalam upaya pemberdayaan muncul dari rasa kepedulian  dan niat 
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menolong masyarakat. Prinsip ta’awun merupakan sinergi diantara berbagai 

pihak yang mempunyai kepentingan dalam proses terwujudnya pemberdayaan 

yang utuh, sedangkan sifat dari pemberdayaan adalah kolaboratif dimana 

selurh pihak harus saling membantu demi terwujudnya tujuan yang di 

inginkan, sehingga pemberdayaan bukanlah urusan dan tanggung jawab satu 

pihak saja, akan tetapi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terkait. Karena 

pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa ada 

sinergi dari masyarakat.
12

  

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa, dalam hal tolong menolong 

dikatakan harus saling membantu pada pekerjaan yang diperintahkan, dan 

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, atau maksiat yang melampaui 

batas daripada ajaran Allah.
13

 

Secara gambaran umum pembangunan merupakan suatu proses 

pembangunan social plan, yang di iplementasikan oleh birokrat pembangunan 

agar terciptanya perubahan dalam peningkatan kesejahteraan terhadap 

masyarakat. Perbaikan yang berkelanjutan merupakan konseptualisasi dari 

pembangunan dalam lingkup masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih 

baik dan sejahtera. 

Pengertian dari pembangunan itu sendiri beragam, dan tidak ada satu 

ilmu yang akurat dalam menjelaskan makna dari pembangunan. Hingga pada 

                                                             
 

12
 Ulfi Putra Sany, Op.cit, h. 37 
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masa sekarang saja masalah pemikiran pembangunan sangatlah berkembang, 

mulai dari pandangan sosiologi klasik sebagaimana yang didefinisakn kaum 

Marxis, pembangunan merupakan suatu usaha yang bersifat terkoordinasi yang 

bisa menciptakan alternatife yang yang banyak secara sah, yang ditujukan 

kepada Negeri agar bisa memenuhi dan terealisasinya aspirasi yang 

manusiawi.
14

 

Dalam melaksanakan pembangunan dalam Nagari, Lembaga 

Kemasyarakatan Nagari mesti ikut berperan baik ia dalam tahap  perencanaan 

sampai kepada tahap pelaksanaan. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari, bahwa 

Pemerintahan Nagari mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Nagari 

dalam menjalankan dan membantu pelaksanaan fungsi dari pemerintahan 

Nagari, serta juga dalam pembangunan Nagari. Lembaga Kemasayarakatan 

Nagari adalah sebagai mitra dari pemerintah Nagari yang ikut berperan dalam 

perencanaan dan pembangunan Nagari.
15

 

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Nagari agar bisa 

membantu tugas dari pemerintah Nagari, agar bisa meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, dan juga dalam pembangunan, baik ia insfrastruktur dan 

bisa juga dalam pemberdayaan masyarakat.
16

 

                                                             
 

14
 Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, Sity aisyah,  Pemabangunan Masyarakat desa 

Dan Kota,( Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), h. 3 
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Berdasrakan observasi yang penulis lakukan di Kenagarian Padang 

Mantinggi Utara. Bahwasanya penulis masih menemukan gejala-gejala 

dilapangan diantaranya; 

1. Kurangnya kerjasama antara Masyarakat dengan Pemerintahan Nagari. 

2. Kurangnya kerja sama diantara Lembaga Kemasyarakatan Nagari 

3. Lembaga Kemasyarakatan yang belum bisa menjalankan fungsinya secara 

maksimal sebagai mitra dari pemerintahan Nagari. 

Dengan gejala-gejala yang penulis temui sehingga menjadi ketertarikan 

untuk melakukan penelitian secara mendalam dan akan dituangkan dalam 

sebuah skripsi dengan judul ” Peran Lembaga Kemasyrakatan Nagari 

Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh 

Siyasah”. 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan 

pembahasan, oleh karenanya perlu untuk dibuat batasan masalah, adapaun 

masalah yang akan diteliti oleh penulis mengenai Peran Lembaga 

Kemasyarakatan Nagari Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari, serta ditinjau 

berdarakan Fiqh Siyasah Dusturiyah. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitin ini sebagai berikut; 

1. Bagaimana Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan 

Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terahadap Peran Lembaga 

Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang 

Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Nagari? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut; 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisa Bagaimana Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari 

Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

Nagari Perspektif Fiqh Siyasah. 

b. Menganalisa Bagaiman Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Terhadap Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam 

Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari Perspektif 

Fiqh Siyasah. 
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2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, secara teoritis agar bisa 

menambah cakrawala pengetahuan atas ketidak tahuan terhadap Peran 

Lembaga Kemasyarakatan Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang 

Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah. 

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah; 

1. Dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang sudah didapat ketika 

melaksanakan penelitian yang sudah dituangkan dalam bentuk skripsi. 

2. Sebagai kontribusi sebagai anak Nagari dalam membangun Nagari 

yang lebih maju. 

3. Sebagai salah satu persyaratan dala menyelesaikan pendidikan Strata 1 

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga 

mendapat gelar Sarjana Hukum. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kerangka Teori 

1. Lembaga Kemasyarakatan Dalam Agama Islam 

Dalam Islam Al-qur’an merupakan wahyu yang diturunkan Allah 

SWT kepada nabi Muhammad SAW, dalam isi kandungan Al-qur’an tidak 

hanya berfungsi sebagai sumber hukum akan tetapi bisa menjadi sumber 

inspirasi bagi ummat Islam, dimana Al-qur’aan bisa menjadi solusi bagi 

setiap permasalahan dan juga sholih li kulli zaman wa makan, yang 

dimana Al-qur’an mengandung prinsip-prinsip serta juga undang-undang 

yang akan menjadi pemecah dalam berbagai masalah yang dihadapi 

manusia. 

 Dalam mengubah kesenjangan, Al-qur’an menawarkan sebuah 

solusi yang akan bisa mengubah kesenjanagan sehingga bisa menghasilakn 

rizki tersebut menjadi sumber kebaikan dan kerukunan. Al-qur’an juga 

banyak mengandung ayat ayat yang mengajak manusia agar bisa bersama 

sama berkontribusi.
17

 Karena kesejahteraan merupakan tujuan dari setiap 

kehidupan manusia, sepertia kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan 

yang digambakan oleh Islam merupakan kehidupan yang aman, tentram 

dan makmur, kesejahteraan yang diharapkan tidak akan bisa terlepas dari 
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 Ulfi Putra Sany,  Op. cit, h. 44 
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interpensi sosial yang dilakukan oleh pelaku perubahan sosial terhadap 

tujuan yang terdiri dari perorangan, keluarga dan kelompok kecil.  

 Dalam pengertian agama secara bahasa yait Al din, Religare dan 

agama, kata Al din yang berarti undang-undang atau hukum, sedangkan 

jika dalam bahasa arab kata yang mengandung makna menguasai, 

mendudukkan, patuh, balasan, dan kebiasaan. Sedangkan Religare yang 

artinya mengumpulkan dan membaca. Harun Nasution menjelaskan bahwa 

intisari dari agama merupakan ikatan yang dipegang oleh manusia dan 

ikatan yang dimaksud bersumber dari manusia, sebagai sesuatu kekuatan 

gaib yang tak bisa ditangkap dengan panca indra, akan tetapi mempunyai 

pengaruh yang sangat besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari 

hari.
18

 

2. Pengertian Pembangunan Dalam Islam 

Pembangunan dalam bahasa arab adalah al-Tanmiyah. Ia 

membawa maksud penyuburan dan pemurnian diri insan ia juga 

bermaksud peningkatan, kebangkitan dan pertambahan yang bersifat 

proaktif untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia  atau 

dianggap suatu proses peningkatan dari suatu keadaan kepada keadaan 

yang lebih baik merangkumi segala aspek, sama ada kemanusiaan 

(keinsanan), kebendaan, keilmuan dan teknologi, instrumen asas 

                                                             
18

 Rya Fitrianasari, Siti Badia’h, Peran Lembaga Agama Dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat ( Studi di Lazdai Kota Bandar Lampung, Sosio Religia Vol 01 Nomor 

01, Tahun 2020 
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pembangunan Islam yaitu akhlak dan nilai-nilai murni agar melahirkan 

insan yang bersih, suci dan pekerti mulia.
19

 

Dalam proses pembangunan masyarakat, kesejahteraan material 

dan spritual adalah tujuan yang harus dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemajuan dalam pembangunan memerlukan keberhasilan spritual dan 

material. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud ketika tujuan 

pembangunan hanya mencapai keberhasilan material meskipun memiliki 

semua fasilitas dan layanan yang diperlukan masyarakat tidak akan 

mengalami kehidupan yang bermakna.
20

 

Tujuan dari pembangunan dalam pandangan Islam adalah untuk 

menerangkan bagaimana konsep yang sebenarnya yang akan dibenarkan 

oleh syarak. Pembangunan juga merupakan salah satu tuntutan dalam 

agama Islam agar manusia memperoleh al falah yang artinya kejayaan dan 

kesejahteraan hidup didunia dan juga akhirat yang meliputi dari fisikal 

manusia serta ketenangan hidup yang akan didapat melalui keseimbangan 

material dan keperluan rohani manusia. Kemiskinan sangat erat kaitannya 

dengan kesejahteraan masyarakat, orang orang yang miskin sering 

dianggap tidak sejahtera indeks pembangunan menunjukkan kesejahteraan 

                                                             
19 Emie Sylviana, Pembangunan Spritual Konsep dan Pendekatan Dari Perspektif Islam, 

Vol 2 Tahun 2019, h. 67 
 
20

 Nurul Alfiatus Sholikhah, Peran Lembaga Filantrofi Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

Global (Studi Kasus pada Akasi Cepat Tanggap madiun, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2021, h. 31 
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sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan jumlah rata rata 

penduduk miskin menunjukkan kemiskinan.
21

 

Model model pembangunan dalam pandangan Islam beragam, 

diantaranya; 

a. Model pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam 

didefinisikan sebagai perkembangan yang terus menerus dari 

komponen produksi yang mampu memberikan kontribusi kepada 

kesejahteraan manusia. Oleh karena itu kemajuan ekonomi dalam 

pandangan Islam amat sangat penting. Banyak prinsip ekonomi 

Barat kapitalis dan sosialis terinspirasi dari dasar dasar Islam, jika 

kita melihat sejarah yang membedakan ciri ciri dari ekonomi Barat 

dan Islam iyalah bahwa Islam melihat tindakan seseorang lebih 

berbasis moral, nilai, dan etika sehingga Islam tidak hanya 

memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus meningkatkan 

kepuasan spritualnya.
22

 

Model yang berteraskan epistimologi pandangan Islam 

yang dijelaskan dalam ayat Al-qur’an; 

                                                             
21 Muhammad Istan, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat 

Menurut Perspektif Islam, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2017, h. 81 
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 Rizal Muttaqin, Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Vol 1 Nomor 2, Tahun 

2018, h. 120 
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 ٍَ ذٍ يِّ ىْ ثسََك  ِٓ ا نفَزَحَُْبَ ػَهَْٛ ْٕ ارَّقَ َٔ ا  ْٕ يَُُ ٖ ا  ٰٓ ْْمَ انْقسُ  ٌَّ اَ ْٕ اَ نَ َٔ

 ٌَ ْٕ ا ٚكَْعِجُ ْٕ ب كَبَُ ًَ ىْ ثِ ُٓ  َ ا فبَخََرْ ْٕ ٍْ كَرَّثُ كِ ن  َٔ الْازَْضِ  َٔ بۤءِ  ًَ  انعَّ

Artinya;”Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai 

keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka 

mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, 

Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu 

mereka kerjakan”. (QS. Al’araf ayat 96) 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa iman dan juga 

taqwa yang menjadi penentu baraqah didapat dari langit dan bumi. 

Dengan hal yang demikian, manusia yang mempunyai iman dan 

juga taqwa yang berada pada dirinya niscaya akan mendorong dan 

juga akan memberi kesan yang baik dan memperoleh keberkahan 

dan kemakmuran.
23

 

b. Model pembangunan infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur adalah komponen penting dari 

pembangunan penting untuk mempercepat pembangunan suatu 

negara. Infrastruktur juga sangat penting.sebagai salah satu 

penggerak utama kemajuan ekonomi jika dipertimbangkan dari 

perspektif saat ini, yang mana indikator kualitas infrastruktur 

nasional. 

Dalam perspektif Islam, pembangunan dan pembangunan 

ekonomi pasti memiliki orientasi dan karakteristik yang berbeda. 

                                                             
23

 Mohamad, Nor Sahida, and Sanep Ahmad. "Pembangunan menurut perspektif Islam: 

Satu analisis awalan." Prosiding Perkem VIII, Jilid 1 Tahun 2013, h. 355-370 
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konvensional. Menurut Islam, itu tidak hanya hanya pembangunan 

material yang penting, Namun, ada aspek moral dan spiritual yang 

sangat penting karena pembangunan tidak diizinkan dalam Islam 

fokus hanya pada sifatnya duniawi, tetapi selain itu, dunia dan 

akhirat.
24

 

Sudah jelas bahwa Islam mengutamakan pembangunan 

dalam memajukan peradaban. Karena itu, Allah SWT memberikan 

hukum Islam untuk membantu Manusia menikmati kualitas hidup 

terbaik di kedua di dunia ini dan di akhirat. Syariat Islam telah 

melindungi ada kesesuaian di dunia manusia, maka apabila hukum 

Islam diterapkan berdasarkan pedoman objektif syariah yang baik 

umum maupun khusus, jadi kestabilan dan Keadilan ekonomi dan 

sosial akan dicapai.
25

 

c. Model pembasmian kader jenayah, rasuah dan maksiat 

Berdasarkan epistemology ilmu asas, maka yang dimaksud 

dari model pembasmian jenayah, rusuah dan maksiat 

membolehkan agar dibina yang didasari dengan dalil dalil yang 

diperdapat dengan menggunakan ulum naqliyyah. Banyak 

dijumpai dari dalil baik ia Al-qur’an dan juga Hadist yang 

menyinggng tentang solat, hal inilah yang menunjukkan bahwa 

                                                             
24 Rifyal Zuhdi Gultom, Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan 

Sosial, Vol 6 Nomor 2, h. 203 
  
                25 Rifyal Zuhdi Gultom, Ibid, h. 203 
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tiang daripada agama itu adalah solat sebagaimana yang dijelaskan 

oleh nabi Muhammad SAW.
26

 

“Pangkal dari semua urusan adalah islam, tiangnya ialah 

solat dan puncak tertingginya ialah jihad” (Riwayat At-Tarmizi) 

Berdasarkan dalil yang demikian menunjukkan bahwa 

falsafah sholat membuktikan jalan yang terbaik bagaimana 

mendidik jiwa manusia dalam mempengaruhi semangat dan juga 

sebagai pensucian akhlak. Karena dengan mengerjakan sholat 

seseorang bisa mencegah dirinya agar tidak memperbuat pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan hukum syara’ yang  sudah di tetapkan 

oleh Allah SWT. 

d. Model pembangunan manusia melalui pendidikan atau ilmu 

Salah satu faktor yang menjadi penyumbang dalam 

peningkatan dalam sektor pembangunan adalah pendidikan. 

Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari sumber daya manusia 

diamana pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan 

materil, fisik dan juga spiritual. 

Dalam pandangan islam juga mengemukakan bahwa 

seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dapat meninggikan dan  

membedakan taraf mereka dengan manusia yang lain. Orang yang 

tidak memeiliki ilmu tidak akan sama kedudukannya dengan orang 
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yang memiliki ilmu. Hal ini disebabkan, seseorang yang berilmu 

memiliki peran khusus dan berkontribusi pada keberlangsungan 

masyarakat. Negara yang maju berarti memiliki rakyat yang 

berilmu pengetahuan.
27

 Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Allah SWT dalam Al-qur’an; 

خَ فقَدَْ  ًَ ٍْ ُّٚؤْدَ انْحِكْ يَ َٔ ٍْ َّٚشَبۤءُ ۚ  خَ يَ ًَ ْٛسًا ۗ ُّٚؤْرِٗ انْحِكْ ْٛسًا كَثِ َٙ خَ رِ ْٔ ُ ا  

ٰٓ أُنُٕا الْانَْجبَةِ   يَب ٚرََّكَّسُ اِلاَّ َٔ (٩٦٢)   

Artinya “Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada 

siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang 

dianugerahi hikmah, sungguh dia telah 

dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada 

yang dapat mengambil pelajaran (darinya), 

kecuali ululalbab”. (Surah al-Baqarah, 2: 269). 

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman agar pembangunan 

Nagari bisa cepat terealisai, didalam peraturan tersebut terdapat 83 pasal 

dan pada BAB ke 7 mengenai Lembaga Adat dan Lembaga 

Kemasyarakatan. Pada pasal 64 dijelaskan bahwa pemerintahan Nagari 

mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam membantu 

pelaksanaan dari fungsi penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam 

pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, 

serta dalam pemberdayaan masyarakat Nagari. 
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Lembaga Kemasyarakatan Nagari merupakan wadah dari 

partisipasi masyarakat Nagari, dan berstatus sebagai mitra dari 

Pemerintahan Nagari. Tugas dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah 

melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Nagari, dan juga ikut 

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, dan juga dalam 

meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
28

 

Pasal 64 

1) Pemerintah Nagari mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan 

Nagari yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pemerintahan 

Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan 

masyarakat Nagari. 

2) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Nagari sebagai 

mitra Pemerintah Nagari. 

3) Lembaga Kemasyarakatan Nagari bertugas melakukan 

pemberdayaan masyarakat Nagari, ikut serta merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan 

masyarakat Nagari. 

4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari 

peemrintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan 

Lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan 
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mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada di 

Nagari.
29

 

Pasal 65 

1) Lembaga Kemasyarakatan Nagari dibentuk atas prakarsa 

Pemerintah Nagari dan masyarakat 

2) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berbentuk; 

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari. 

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 

c. Pemuda Paga Nagari. 

d. Posyandu. 

e. Majelis Taklim. 

f. Hutan Kemasyarakatan Nagari. 

g. Pemuda Remaja Mesjid Nagari, dan 

h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 

3) Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertugas; 

a.   Melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari 

b.   Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

c.   Meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari 

4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Lembaga Kemasyarakatan Nagari memiliki fungsi; 

                                                             
29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman, Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Nagari 



24 

 

 

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan 

masyarakat. 

c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah 

Nagari kepada masyarakat Nagari. 

d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, 

melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara 

partisifatif. 

e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 

partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. 

f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan  

g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

5) Pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari diatur 

dengan peraturan Bupati sedangkan penetapan Lembaga 

Kemasyarakatan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
30

 

4. Fiqh Siyasah 

a. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah secara kalimat terdiri dari dua suku kata yang 

berbahasa arab, yaitu fiqih dan juga siyasah. Secara etimologis fiqih 

merupakan penjelasan-penjelasan mengenai pengertian atau 

pemahaman dari maksud sipembicara yang dilakukan secara 

mendalam. Secara terminologis, para ulama memberikan defenisi 
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yaitu, pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan 

syarak terhadap amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang 

terperinci. Secara sederhana fiqh berarti sebuah ilmu pengetahuan 

tentang hukum agama islam yang didapatkan dari Al-qur’an, dan 

Hadist yang dilakukan oleh para mujtahid dengan cara ijtihad.
31

 Abu 

Zahra memberikan defenisi tentang fiqh yaitu; 

 انفقّ : انؼهى ثب لاحكبو انشسػٛخ انؼًهٛخ انًكزعت يٍ ادنزٓب انزفصٛهٛخ

Fiqh merupakan ilmu pengetahuan yang disusun dan bersumber 

dari al-qur’an dan al-sunnah dengan metode ijtihad. Para Ulama 

usuliyan memberikan defenisi tentang fiqh secara istilah yaitu, Fiqh 

merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syari’at, dan 

bersifat furu’iyyah amaliah dan yang menjadi dasar adalah dalil-dalil 

yang terperinci. 

 Fiqh sendiri mencakup dari berbagai aspek kehidupan manusia. 

Selain dari membahas mengenai hubungan manusia dengan tuhannya 

(ibadah), fiqh juga membicarakan tentang bagaimana hubungan 

sesama manusia ( muamalah ). Dari aspek muamalah juga dibagi, yang 

terdiri dari jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris 

(kewarisan), muraf’at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), 

dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).
32

 

Kata siyasah yang berasl dari kalimat          ظٛب ظخ -ٚعٕض   -ظب ض     
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Yang berbentuk kalimat masdar yang artinya adalah mengatur, 

mengadilkan, atau juga membuat keputusan. Dalam kamus Al- Munjid 

dan Lisan al-Arabi kata siyasah sendiri diartikan sebagai 

pemerintahan, pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, 

dan juga pengawasan.
33

 

Secara terminologis  Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa, 

siyasah merupakan sebuah pengaturan perundang-undangan yang 

dijadikan agar bisa memelihara ketertiban, mengatur kemaslahatan 

serta mengatur keadaan. Lois Ma’luf memeberikan batasan siyasah, 

dimana siyasah merupakan cara bagaimana membuat kemaslahatan 

ditengah tengah manusia dengan menunjuki mereka kejalan 

keselamatan.
34

 

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Imam Al-Mawardi berpendapat mengenai ruang lingkup kajian 

dari fiqh siyasah, seperti yang dituliskan dalam buku karangannya 

yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah diantaranya ialah; 

1. Siaysah Dusturiyah. 

2. Siyasah Maliyah. 

3. Siyasah Qodo’iyyah. 

4. Siyasah Harbiyyah. 
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5. Siyasah Idariyyah.
35

 

Sementara ulama dari Indonesia Hasbi Ash Shiddiqey 

memberikan ruang lingkup dari fiqh siyasah terbagi ke 8 bagian, yaitu; 

1. Siyasah Dusturiyah Syari’iyyah, yaitu politik pembuatan perundang-

undangan. 

2. Siyasah Tasri’iyyah Syar;iyyah, yaitu politik hukum. 

3. Siyasah Qhodo’iyyah Syar’iyya, yaitu politik peradilan. 

4. Siyasah Maliyah Syar’iyyah, yaitu politik ekeonomi dan moneter. 

5. Siyasah Dauliyah Syar’iyyah yaiyu, yaitu politik hubungan 

internasional. 

6. Siyasah Tanfinziyah Syar’iyyah, yaitu politik pelaksanaan 

perundang-undangan. 

7. Siyasah Harbiyah, yaitu politik peperangan. 

8. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah, yaitu politik administrasi Negara.
36

 

c. Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Menurt Muhammad Iqbal kata dari Dusturi yang diartikan 

sebagai konstitusi, sebuah kata yang berasal dari Persia yang 

pemahamannya seseorang yang memiliki wewenang dibidang politik 
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maupun agama. Sedangkan menurut istilah Dustur yang berarti adalah 

sebuah kumpulan kaidah yang mengatur tentang dasar dan hubungan 

kerjasama antara masyarakat dengan negara baik yang tertulis ataupun 

tidak tertulis. Siyasah Dusturiyah merupakan bahagian dari Fiqh 

Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara, 

didalmnya juga membahas masalah konsep dari konstitusi, legislasi, 

lembaga demokrasi dan syuro, dalam siyasah dusturiyah membahas 

juga mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan juga 

hubungan  syimbiotik antara warga negara dan pemerintahan. 

Tujuan dari penyusunan peraturan perundang-undangan adalah 

untuk mengatur manusia dan juga harus bisa dilaksanakan oleh 

penegak hukum dan masyarakat. Dalam siyasah Dusturuyah yang 

berkaitan dengan pengaturan perundang-undangan  harus mengacu 

kepada nash dan juga prinsip jalbu al masholih wa dar’u al mafasid 

ialah, mengambil maslahat dan menolak mudhorat.
37

 

Cikal bakal tumbuhnya sebuah masyarakat dan yang akan 

menjadi tonggak agar terciptanya sebuah Negara yang utuh tergantung 

kepada rumah tangga. Yang berkaitan negara hukum, Islam pun 

mengelola dan mengatur agar negara tumbuh dengan baik dan 

sejahtera. Kedudukan Fiqh siyasah dan hukum Islam adalah, yang akan 

menjadi pemegang dan menjadi peranan penting dalam penerapan dan 

juga aktualisasi hukum Islam, karena dalam mengatur sebuah 
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ketentuan hukum Islam sehingga bisa berlaku di masyarakat harus 

menggunakan fiqh siyasah. Tanpa adanya negara dan pemerintahan 

hukum islam akan sangat sulit untuk dijamin keberlakuannya. 

 Dalam segala persoalan dikalanagan masyarakat ummat Islam, 

maka yang akan diperlukan adalah fiqh siyasah. Kedua kedudukan fiqh 

siyasah bisa menetapkan berlakunya sebuah kebijakan politik yang 

dilakukan secara praktis yang berguna untuk kehidupan masyarakat. 

Karena tanpa adanya kebijakan politik dari pemerintah maka akan 

sangat sulit bagi ummat Islam dalam mengembangkan potensi yang 

dimiliki. Gambaran fiqh siyasah di ibaratkan sebagai sebuah akar 

pohon yang akan menjadi tompongan, dari batang, dan ranting, makna 

yang tersirat yang didapatkan dari fiqh siyasah adalah akan mencegah 

ummat Islam dari setiap perkara yang akan merugikan dirinya.
38

 

Dalam kedudukan kenegaraan maka diperlukan Imamah sebagai 

penggerak ditengah tengah masyarakat, Al-Mawardi menyatakan 

dalam karya besarnya, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, bahwa 

kepemimpinan (imâmah) diciptakan untuk tujuan mengatur agama dan 

masalah dunia. Dengan demikian, al-Mawardi membentuk sebuah 

pemerintahan merupakan sesuatu yang fardhu kifâyah secara syara` 

dan tidak hanya secara logis. Ruang lingkup dari kajian fiqh siyasah 

dusturiyah mecakup dari, imamah (kepemimpinan), rakyat dan 
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kewajiban, bai’at (janji), ahl al-hall al-aqd’ dan wizarah, 

(kementerian) 
39

 

1) Imamah 

Dalam Al-qur’an terdapat kalimat yang mengungkapkan 

tentang imam baik ia kalimat dalam bentuk mufrad maupun dalam 

bentuk jama’ tidak kurang terdapat 12 kali disebutkan. Imam pada 

umumnya menunujukkan bimbingan kepada kebaikan dan menjadi 

ikutan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-qur’an; 

ْٙ جَبػِهكَُ نِهَُّبضِ اِيَبيًب ۗ  ٍَّ ۗ قبَلَ اَِِّ ُٓ ًَّ َ ذٍ فبَرَ  ً ّٗ ثِكَهِ ىَ زَثُّ ْٖ  اِثْس 
ٰٗٓ اِذِ اثْزهَ  َٔ      

ٍَ  قبَلَ   ْٛ ًِ دِٖ انظههِ ْٓ ْٙ ۗ قبَلَ لَا َُٚبَلُ ػَ َّٚزِ ٍْ ذزُِّ يِ َٔ  

Artinya“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan 

beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu 

Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 

"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi 

seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon 

juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku 

(ini) tidak mengenai orang yang zalim” (QS. al-

Baqarah: 124) 

Pandangan imam Qurtubi menyatakan bahwa imam Imamah 

adalah sebagai panutan, dimana bisa mengarahkan manusia kepada 

jalan kebaikan menghadap Allah SWT, imam menjadi pemimpin 

bagi manusia yang lain. Imamah tidak diperbolehkan bagi orang 

orang yang zalim, Imamah meliputi semua makna seperti imamah 

kekholifahan, imamah sholat, dan seleuruh makna imamah dan 
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kepemimpinan. Sehingga menjadikan keadilan keadilan merupakan 

syarat terhadap kepemimpinan, dan siapa saja yang melakukan 

perbuatan zalim dari jenis apapun maka akan terlepas dari dirinya 

hak imamah.
40

 

Para ulama Ahlussunnah menganggap khlilafah dan imamah 

sama. Karena keduanya memprioritaskan masalah agama dan 

pemeliharaan agama daripada masalah duniawi. Sementara. 

Menurut undang-undang kontemporer, shâhib al-haq alsyar'i 

adalah imam Syi'ah.diakui secara de jure sebagai otoritas langsung 

atau tidak. Dalam hal lafadz khalifah, pertama menunjukkan 

kepemimpinan bahkan jika tidak berhak, yang Sekarang dikenal 

sebagai de facto. harus memenuhi tujuh syarat yaitu: 

a) Adil yang mencakup seluruhnya. 

b) Memiliki pengetahuan sehingga dapat membuat pilihan 

yang bijaksana (berijtihad) terhadap berbagai situasi dan 

undang-undang yang tumbuh. 

c) Menjaga kesehatan inderanya, termasuk pendengaran, 

penglihatan, dan lisan, sehingga dia dapat mengetahui 

masalah secara langsung. 
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d) Semua anggota tubuhnya sehat dan tidak cacat. Karena 

cacat akan menghalanginya untuk berfungsi dan 

bergerakcepat. 

e) Menggunakan kecerdasan untuk membuatnya mampu 

mengawasi dan mengendalikan populasi manfaat umum 

(al-mashlahah). 

f) Berani dan tegas untuk mampu melindungi pihak yang 

kurang berkuasa dan menghadapi agresif. 

g) Keturunan Quraisy.
41

 

2) Rakyat Ummah 

Kata Ummah Sendiri yang diartikan daalm bahasa indonesia 

adalah ummat merupaak suatau konsep yang sudah akrab 

dikalanagan masyarakat, akan tetapi kerap dianggap keliru dalam 

memahami istilah ini. Dalam pandangan Islam konsep Ummah 

sendiri yang dibahas oleh Ali Syari’ti dalam bukunya Al-Ummah 

wa al-Imamah dan juga Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir 

temakinya wawasan Al-quqr’an. 

Itilah dari Ummat sendiri mengandung beberapa pengertian 

diantaranya, bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas 

dasar iman dan sabda tuhan, penganut suatu agama atau pengikut 

nabi, khalayak ramai, dan umum seluruh ummat manusia. 
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Al-Mawardi memberikan pandangan bahwa ada dua hak 

yang harus diberikan  rakyat Ummah kepada kepala pemimpin 

yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk didukung secara moral 

selama pemerintah menjalankan dengan baik. Dalam kedudukan 

yang pertama kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak, 

kepatuahn kepada kepala pemerintahan dipatuhi dan juga ditaati 

selama ia mampu mejalankan pemerintahan dengan baik dan benar 

sebagaimana yang diajarkan oleh Islam dan juga tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itulah menjadikan 

rakyat mempunyai kewajiban utuk membantu dan mendkung 

kepala pemerintahan dalam arti bahwa rakyat memebrikan nasehat 

serta peringatan keada kepala negara supaya dia mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik.
42

 

3) ahl al-hall al-aqd’ 

 Pada zaman sekaraang yang lebih tepat dan sesuai dengan 

persamaan ahl al-hall al-aqd’ sebagaimana yang telah diapaki oleh 

Imam Al-Gozali, Ibnu Jama’ah dan Ibnu Taimiyah. Imam Mawardi 

mengatakan bahwa Ajl Ikhtiyar dimana orang yang diserahkan 

kepadanya untuk memilih kepala negara, yang melakukan aqad 

atau perjanjian. Sementara imam Al-Baghdady mengistilahkan 

dengan ahl Ijtihad. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan Alh 

Ijtihad tidak sama dengan apa yang dikaji dalam permasalahan 
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ilmu Ushul. Sedangkan secara bahasa ahl al-hall al-aqd’ 

merupakan orang yang berhak menguraikan dan mengikat. 

 Itulah yang sangat populer digunakan pada awal sejarah 

pemerintahan Islam mengenai hal ini di istilahkan dengan Ahl al- 

Syura’. Pada awal pemerintahan pada masa Kholifah yang empat, 

yang lebih khusus pada pemerintahan Kholifah Umar Bin Khottab 

itilah ini mengarah kepada beberapa sahabat senior yang 

mengadakan musyawarah dalam menentukan kebijakan negara dan 

juga memilih kepala Negara.
43

 

4) Wizarah 

 Ibnu Kholdun memberikan penjelasan betapa pentingnya 

dibentk wizarah mengatakan bahwa penguasa merupakan manusia 

biasa yang memiliki kelemahan dan memikul beban yang sangat 

berat. Sebab dengan demikian haruslah seorang yang memiliki 

kekuasaan meminta bantu kepada orang lain. Memang 

pembentukan lembaga wizarah sangat diperlukan, sebagaimana 

firman Allah SWT;  

 

                           ْ٘ ٰٓ اشَْزِ ّٖ ٌَ اخَِٗ اۙشْددُْ ثِ ْٔ سُ  ْ ۙ ْٙ هِ ْْ َ ٍْ ا ْٚسًا يِّ شِ َٔ  ْٙ اجْؼمَْ نِّ َٔ  ۙۙ  

  

Artinya“ Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari 

keluargaku. (Yaitu) Harun, saudaraku. 

                                                             
43 Muhammad Iqbal, Op. cit, h. 159 
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Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku.” (QS. 

Thaha: 29-31).  

Dari ayat sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb 

bahwa Nabi Musa AS meminta kepada Allah penganugrahan 

kemudahan kepada hambanya merupakan jaminan kesuksesan. 

Sebab tanpa pertolanagn Allah manusia tidak aakn mampu 

dikarenakan kekuatan manusia yang sanagt terbatas dan juga ilmu 

yang dimiliki sangat sedikit dalam melalui perjalanan yang begitu 

panjang. Nabi Musa juga meminta kepada Allah asisten 

(pembantu) yang berasal dari keluarganya.
44

 

Kata Wazir sendiri diambil dari kata al-wazr yang merupakan 

al-tusq atau berat. Dikatakan demikian dikarenakan Wazir memiliki 

tanggung jawab yang berat dan memikul tugas negara. Dalam 

pandnaagn Al-Mawardi Wazir ini dibedakn kepada dua, yaitu 

Wazir al-tafwidh dan Wazir al-tanfidz, dalam kajian ini Wazir al-

tafwidh merupakan mentri yang memeiliki kekuasaan yang luas 

dalam menentukan kebijakan negara, dimana ia berepran sebagai 

perdana mentri. Kedua adalah Wazir al-tanfidz kekuasaannya tidak 

begitu luas sebagaimana kekuasaan yang dimiliki Wazir al-tafwidh, 

sebagai pembantu kepala negara Wazir al-tanfidz menyampaiakn 

saran dan juga pandangan terhadap kepala negara, dengan kata lain 

                                                             
44 Salman Abdul Muthalib, Op cit, h. 163-164 
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wazir ini merupakan penghubung antara kepala Negara dan 

rakyat.
45

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bahan acuan yang bertujuan bahwa 

penelitian yang dilakukan bukan hasil dari plagiat, meskipun secara pandangan 

umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan baik ia subyek, obyek, jenis 

penelitian dan teknik analisis data. Diantara dari penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

1. Abid Muhtarom, Peranan Lembaga pemberdayaan Masyarakat(Lpm) 

Dalampembangunan Di Desa di Kabupaten Lamongan, Jurnal Penelitian 

Ekonomi dan Akuntansi, Volume 1 Nomor 3, Tahun 2016. 

Adapun hasil penelitian ini mengkaji secara keseluruhan dan juga dapat 

memeberikan gambaran terkait efektivitas pelaksanaan pera dan juga 

fungsi LPM dalam pembnagunan Desa pada umumnya, dalam 

merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus 

digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
46

 

2. Chusnul Chotimah, Rahmad Widodo, Trisakti Handayani, Efektivitas 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Bululawang, Jurnal Civic Hukum, Volume 4 Nomor 

2, Tahun 2019. 

                                                             
45 Muhammad Iqbal, Op. cit, h. 166-170 
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Abid Muhtarom, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam 

Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan, Vol 1 Nomor 3, Tahun 2016. 



37 

 

 

Adapu hasil dari penelitian ini menunjukkan yang pertama efektivitas 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan 

pembangunan Desa Bululawang cukup sesuai dengan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa. Kedua kendala yang terjadi pada kinerja Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa 

Bululawang berupa tidak semua bagian dalam lembaga tersebut memiliki 

kegiatan ditiap tahunnya. Tiga solusi untuk mengatasi kendala pada 

kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bululawang adalah 

melakukan evalusai baik kepada pribadi anggota maupun kelompok.
47

 

3. Ruth Likubua, Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan 

Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa, Jurnal Ilmu Pemerintahan 

dan Ilmu Komunikasi, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2021. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran LPMK dalam 

pembangunan dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal. 

LPMK tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan 

pertemuan dengan masing-masing kepala lingkungan, sehingga tidak 

efektif penyampaian aspirasi yang dilakukan oelh masing-masing kepala 

lingkungan kepada LPMK.
48

 

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Asyarafi Islam pada tahun 2021 

dengan menggunakan judul, Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan 

                                                             
47 Chusnul Chotimah, Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang, Vol 4 Nomor 2, Tahun 2019. 
 
48

 Ruth Likubua, Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Di Kelurahan 

Mamasa Kabupaten Mamasa, Vol 6 Nomor 1, Tahun 2021 
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Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan 

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, didalam skripsi dinyatakan bahwa; 

Peran dari lembaga kemasyarakatan yang ada di Permendagri Nomor 18 

Tahun 2018 sebagai menampung dan meneyalurkan aspirasi masyarakat 

terhadap pembangunan, dan juga ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan, dan ikut serta dalam menjalankan proes pembangunan, dan 

yang menjadi penghambat kurangnya partisipasi Lembaga 

Kemasayarakatan Desa dalam menghadiri musyawarah rencana 

pembangunan desa.
49

 

Dari berbagaai kesimpulan dari penelitian terdahulu yang sudah 

disampaikan diatas bahwa, ada letak kesamaan dan perbedaan. Dalam letak 

persamaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari/Desa adalah sebagai mitra dari 

pemerintahan yang ada  sehingga pembangunana dan pemberdayaan bisa lebih 

leluasa disampaikan kepada masyarakat. dan juga sebagai badan yang bisa 

menerima aspirasi masyarakat.  

Perbedaan dalam penelitian adalah, mulai dari tempat penelitian dan ada 

perbedaan dalam teknik pengumpulan data dan juga Lembaga Kemasyarakatan 

yang peneliti lakukan akan dibahas dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Sehingga 

dikaji dalam perspektif Islam ikut berperan mengenai Lembaga 

Kemasyarakatan Nagari, serta Peraturan mengenai Lemabaga Kemasyarakatan 

                                                             
49

 Muhammad Asyarafi Islam, Realisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam 

Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, ( Skripsi 

Universitas Isalm Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) 
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yang diteliti berbeda, Peraturan yang  menjadi bahan acuan adalah Peraturn 

Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 tahun 2017 Tentang Nagari. 
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari 

Dalam Pembangunan Di Nagari Padang 

Mantinggi Utara Berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 

 Nagari Perspektif Fiqh  

 Siyasah 

Lembaga Kemasyarakatan Nagari 

berperan dalam pembangunan Nagari 

Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 

2017 Tentang Nagari Pasal 65 

Analisi Fiqh Siyasah Dusturiyah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

memiliki tujan dalam hal tertentu. Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan, cara ilmiah, data, tujuan, 

serta kegunaan. Yang dinamakan dengan cara ilmiah adalah kegiatan dalam 

penelitian didasari dari ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan 

sistematis. Maksud dari rasional adalah bahwa kegiatan penelitian tersebut 

dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat diterima oleh manusia. 

Empiris yaitu mekanisme yang diterapkan bisa dicermati oleh indra manusia.
50

 

Dalam melaksanakan penelitian metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif, karena dalam metode ini penulis berupaya untuk menganalisa 

bagaimana kehidupan sosial dengan cara menggambarkan keadaan dunia sosial 

dari berbagai sudut pandang yang disebut dengan interpretasi individu 

informan dalam latar alamiah. 
51

 

A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menerapkan penelitian lapangan 

(Kualitatif), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian pendidikan dikarenakan 

peneliti bergantung pada perspektif partisipan atau informen, peneliti akan 

mengajukan pertanyaan yang mendalam, mengajukan pertanyaan umum, 

                                                             
50

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  Dan R & D, (Bandung: Alvabeta 

CV, 2015), h. 2 

 
51 Sudaryono, Metode Penelitian, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 91 
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mengumpulkan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata atau teks. 

Peserta akan memberikan deskrifsi dan juga menganalisa teks tersebut menjadi 

topik dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias. Secara 

sederhana penelitian lapangan (kualitatif) adalah metode yang diterapkan guna 

memahami prilaku dari individu atau kelompok, serta fenomena sosial dalam 

situasi alamiah sehingga mendapatkan data-data deskriptif baik ia dalam bentk 

lisan atau tulisan seterusnya diinterpretasi secara deskriptif.
52

 

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan 

teknis menggambarkan dan menginterpresentasikan obyek apa adanya sesuai 

dengan apa yang terjadi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

situasi dan gejala serta mendeskripsikan keadaan dan fenomena-fenomena 

yang ada. 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi 

yang diperlukan peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti, lokasi penelitian 

dilaksnakan di Nagari Padang Mantinnggi Utara, yang terletak di Kecamatan 

Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. 

C. Subjek Dan Objek Penelitian 

Menurut Tatang  M. Amiri Subjek penelitian adalah sumber tempat yang 

akan memperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang 

                                                             
52

 Sobry Sutikno, Penelitian Kualitatif, (Lombok: Holistica), h. 38 
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atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan
53

. Subjek dalam 

penelitian ini adalah Pemerintahan Nagari dan juga Kepala Jorong yang berada 

disetiap jorong yang ada di Nagari Padang Mantinggi Utara. Sedangkan yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Lembaga Kemasyarakatan 

Nagari Dalam Pembangunan Di Nagari Padang Mantinggi Utara Berdasrkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah. 

D. Informan Penelitian 

Meskipun dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah 

"populasi", Spradley menyebutnya "situasi sosial", yang terdiri dari tiga 

komponen; tempat, pelaku dan aktivitas yang berfungsi secara sinergis. Situasi 

sosial ini dapat terjadi di rumah keluarga dan aktivitasnya, atau di orang-orang 

di jalan-jalan yang berbicara, tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah negara. 

Suatu situasi sosial dapat digambarkan sebagai subjek penelitian yang ingin 

mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Dalam situasi sosial atau obyek 

penelitian ini, peneliti dapat melihat aktivitas (aktivitas) aktor di tempat 

tertentu.
54

 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena berangkat dari 

kasus nyata dalam konteks sosial tertentu dan temuan mereka tidak dapat 

diterapkan ke populasi, tetapi ditempatkan di tempat lain dalam kondisi sosial 

yang mirip dengan kondisi sosial pada kasus yang dipelajari. Tujuan penelitian 

                                                             
53

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61 

 
54 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta Bandung, 2014), h. 49 
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kualitatif adalah untuk menghasilkan teori baru, jadi sampelnya tidak disebut 

responden tetapi nara sumber, partisipan, informan, teman, dan guru.
55

 

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 6 informen yang terdiri dari 

satu orang Wali Nagari dan 5 orang Kepala Jorong dan menggunakan teknik 

Total Sampling. 

E. Sumber Data 

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti agar 

menghasilkan solusi dari permasalahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Dalam melakukan penelitian ada beberapa sumber data yang 

dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi, yaitu lapangan dan 

kepustakaan. Sedangkan jenis sumber data yang digunakan iyalah;  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari 

masyarakat.
56

 Sumber primer adalah primary sources dimana sumber atau 

penulis sumber itu menyaksikan, mendengar sendiri yang dinamakan 

dengan aye-witness atau ear-witness atau mengambil sendiri the actor 

pristiwa yang terjadi pada sumber tersebut. Sumber primer juga adalah 

sumber yang sebelumnya tidak ada terjadi pengelohan, data ini 

berdasarkan hasil penelusuran informasi yang dilakukan oleh penulis 

                                                             
 55 Sugiono, Ibit, h. 50 
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Rani Rahim, Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek, (Penglayungan:Perkumpulan 

Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 82 
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kepada seluruh informan, dan juga wawancara kepada responden. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah 

pemerintahan Nagari Padang Mantinggi Utara.
 57

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang sebelumnya sudah pernah 

diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau 

dari pihak lain, dimana data primer disajikan baik ia dalam bentuk tabel-

tabel maupun diagram. Dalam penelitian data sekunder biasanya sebagai 

data pelengkap dari data primer, karena dalam data primer sudah terjadi 

pengolahan sehingga teori dalam sebuah peristiwa bisa didapatkan. 

Adapun sumber data sekunder yang didapat pada penelitian ini adalah 

hasil dari observasi, serta dokumentasi berupa buku dan juga dokumen 

resmi. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa 

jenis teknik pengumpulan data, diantaranya; 

a. Observasi, ialah pengumpulan data dilapangan. Dimana peneliti hanya 

mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan dan peneliti tidak 

boleh memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang 

ditelitinya. Dalam artian kata, catatan observasi hanya berisi deskrips 

fakta tanpa opini. 

                                                             
57 Nina Herlina, Metode Sejarah, (Bandung: Satya Historika, 2011), h. 24 
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b. Wawancara atau interview, adalah merupakan salah satu pengambilan 

data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden 

dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilaksanakan dengan 

cara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara 

dilaksanakan terhadap sampel/informan penelitian yang sudah 

ditentukan.
58

 

c. Dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, dokumen resmi, buku dan semacamnya.
59

 

G. Teknis Analisis Data 

        Semua data yang sudah dikumpulkan kemudian peneliti menganalisa 

dengan cara; 

a. Metode Deskriftif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran ataupun 

pemaparan kepada subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil dari 

penelitian tanpa melakukan justifikasi atas hasil dari penelitian.  

b. Metode Deduktif, ialah dengan cara memberikan gambaran dan 

menguraikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara 

umum kemudian dianalisa yang kemudian memperoleh kesimpulan yang 

bersifat khusus.
60
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 Nursapiah, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020),h, 69-70 
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 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 77 
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 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 

127 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

  Berdassarkan hasil kajian dan penelitian yang penulis lakukan, maka bisa 

disimpulkan bahwa; 

1. Lembaga Kemasyarakatan Nagari Padang Mantinggi Utara sudah 

menjalankan perannya berdasrkankan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pasaman No 1 Tahun 2017 Tentang Nagari, yaitu melaksanakan tugasnya 

melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari seperti pembinaan UMKM, 

pelatiahn skil kepada badan usaha milik Nagari, pembinaan guru paud dan 

MDA serta pelatihan bengkel dan juga mengadakan sosialisai posyandu 

dan satnting, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

seperti pembangunan rumah ibadah, pembangunan srana prasarana klinik 

Desa paud dan juga MDA serta meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat yaitu menampung aspirasi dari masyarakat, namum belum 

mendapatkan hasil yang optimal.  

2. Dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah Peran Lembaga Kemasyarakatan 

Nagari masuk kedalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah Ummah, bahwa 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra Dari Pemerintah Nagari 

Lembaga Kemasyarakatan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dalam 

menjalankan perannya belum bisa dikatakan berjalan secara  maksimal, 

dikarenakan program yang sudah ada belum sepenuhnya dijalankan, 
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seperti pelaksaan program pembangunan, dan juga belum maksimal 

dalam menjalankan program pemberdayaan yang sudah ada, dan 

Lembaga Kemasyrakatan harus menjalankan tugas dengan maksimal dan 

menjadikan peraturan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

B. Saran 

  Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaiakn beberapa saran 

kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari 

kesimpulan, saran penulis adalah sebagai berikut; 

1. Disarankan kepada wali Nagari Padang Mantinggi Utara selalu 

mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada sehingga 

peran, tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh 

jorong yang ada di Nagari Padang Mantinggi Utara karena inilah salah 

satu cara dalam membangun Nagari demi terwujudnya masyarakat yang 

sejahtera. 

2. Lembaga Kemasyarakatan Nagari harus melaksanakan sosialisai sehingga 

ketika ada kegiatan masyarakat ikut dalam pelaksanaannya, serta 

Lembaga Kemasyarakatan harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat 

Nagari.  

3. Lembaga Kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatannya haruslah 

mengedepankan rasa persaudaraan, karena inilah yang akan menjadi 

penyemangat dalam setiap kegiatan dan akan menjadi pondasi sehingga 

tidak ada yang namanya saling bermusuhan satu dengan yang lai
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

1. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman 

No 1 Tahun 2017 Tentang Nagari yang terdapat dalam pasal 65 ayat 3 

yang berkaitan dengan tugas dari Lembaga Kemasyarakatan jadi 

bagaimana Lembaga Kemasyarakatan Nagari bertugas dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat nagri? 

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat 

nagari? 

3. Bagaimana Lembaga Kemasyarakatan ikut serta dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan? 

4. Di ruang lingkup jorong apa yang dikerjakan oleh lembaga kemasyrakatan 

Nagari dalam ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan?  

5. Bagaiaman Lembaga Kemasyarakatan Nagari mampu meningkatkan 

pelayanan masyarakat Nagari? 

6. Apa yang dilakukan Lembaga Kemasyarakan Nagari di Jorong dalam 

meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari? 
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